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BAB IV 

ANALISIS DISTRIBUSI DANA DEVIDEN BPRS BHAKTI SUMEKAR 

SUMENEP DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

KECAMATAN KOTA SUMENEP 

 

A. Dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor: 20 tahun 2011 pasal 70 ayat 2 

Kebijakan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia pada 

umumnnya diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 

Artinya dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank 

Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas 

kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan 

atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Selain memberikan dan mencabut izin usaha 

bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan 

pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan 

kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan 

kegiatan-kegiatan usaha tertentu. 

Pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank terkait usaha bank, 

kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank merupakan 

ruang lingkup OJK. Baik BI dan OJK sama-sama mengawasi dan mengatur 

seluruh aktifitas perbankan di Indonesia, akan tetapi secara kinerja dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
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wewenang BI hanya sebagai pengawas dibagian perbankan tertentu saja, sedang 

untuk pengawasan yang membimbing dan membackup seluruh aktifitas 

operasional perbankan itu merupakan wewenang OJK.  

BPRS Bhakti Sumekar sebagai bank daerah juga tidak terlepas dari 

pengawasan dan pengaturan BI dan OJK dalam menjalankan kegiatan  

operasionalnya. Akan tetapi ada aturan-aturan Pemerintah Daerah yang juga 

harus diikuti BPRS Bhakti Sumekar sebagai bank daerah dalam aktivitas 

kegiatan usaha dan termasuk didalamnya pembagian besaran dana deviden. 

Peraturan-peraturan pemerintah daerah ini hanya sekedar bentuk 

kelembagaan saja  (loklisdem value) artinya bahwa BPRS Bhakti Sumekar 

adalah benar-benar bank daerah yang semua aktifitas dari keuntungan usahanya 

digunakan untuk daerah itu sendiri. Sehingga aturan-aturan BI dan OJK hanya 

sekedar penguat dan legalitas saja sedang aturan yang mengikat dan menjadi 

acuan pertama yaitu aturan pemerintah daerah tersebut. 

Peraturan daerah ini juga yang mengatur tentang besaran dana deviden 

dari keuntungan laba bersih yang didapat dari kegiatan operasional BPRS Bhakti 

Sumekar. Seperti yang peneliti, kutip dalam peraturan daerah Kabupaten 

Sumenep, Nomor: 20 tahun 2011, pasal 70 ayat 2 menyebutkan Bahwa laba 

bersih PT. BPRS Bhakti Sumekar setelah dikurangi pajak yang disahkan oleh 

RUPS ditetapkan sebagai berikut: a). Deviden pemegang saham 50%, b). 
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cadangan umum 10%, c.) cadangan tujuan 15%, d). dana kesejahteraan 10%, e). 

jasa produksi 12,5%, f). dana sosial 2,5%. 

Separuh atau 50% dari pendapatan laba bersih keuntungan BPRS 

Bhakti Sumekar diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham 

terbesar untuk kembali didistribusikan kepada masyarakat di kabupaten 

sumenep. Dalam menunjang kehidupan masyarakat yang sejahtera. 

Kebijakan deviden jika penulis komparasikan dengan teori Kebijakan 

deviden bahwa Pemegang saham mengaharapkan deviden yang besar saat ini 

akan bersiap menerima pertumbuhan yang rendah pada masa yang akan datang 

atau sebaliknya menerima deviden yang rendah saat ini untuk suatu harapan 

pertumbuhan yang tinggi pada masa yang akan datang artinya perusahaan 

(direktur) masih bisa mengiming-imingi para pemegang saham dan juga 

mempunyai kuasa serta kebijakan  apakah dana deviden tersebut diserahkan atau 

ditahan di perusahaan
69

. Teori tersebut tidaklah sesuai dengan penerapan 

kebijakan yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar dimana dana deviden harus 

diserahkan dan dilunasi tahun itu juga sebab sudah diakuisisi masuk anggaran 

belanja daerah kota sumenep. Sehingga tidak ada ceritanya dana deviden itu 

ditahan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar ditahun berikutnya bagi 

pemegang saham.  

 

                                                           
69

 J.P. Sitanggang, Manajemen Keuangan Perusahaan Lanjutan, 190. 
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Ketidak sesuaian dengan teori itulah yang membuat BPRS Bhakti 

Sumekar harus ekstra dalam menjaga likuiditas dana yang berputar di BPRS itu 

sendiri. Sehingga untuk mengembangkan BPRS Bhakti Sumekar pemerintah 

daerah harus menyuntikkan modal yang harus disetorkan kepada BPRS Bhakti 

Sumekar agar bisa tumbuh dan mengembangkan usahanya.  

Teori kebijakan deviden BPRS Bhakti Sumekar menggunakan teori 

sinyal artinya bahwa besar kecilnya DPR sebagai sinyal atau tanda atas proyeksi 

laba masa datang. Dalam kebijakan deviden stabil, dimana DPS dapat 

ditingkatkan apabila perusahaan meyakini bahwa pertumbuhan perusahaan akan 

menjamin kebijakan deviden stabil yang telah ditingkatkan. Oleh karena itu 

dalam pandangan ini, MM berpendapat apabila ada kenaikan DPS dari suatu 

rangkaian deviden yang stabil dapat dijadikan sebagai tanda bahwa perusahaan 

akan memperoleh EPS yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya. 

Sebaliknya apabila ada penurunan DPS dari DPS sebelumnya yang relative stabil 

menunjukkan tanda bahwa perusahaan akan menghadapi penurunan EPS pada 

masa yang akan datang
70

.  

Teori kebijakan di atas digunakan BRPS Bhakti Sumekar untuk 

meningkatkat keuntungan artinya penambahan modal dari investor dalam hal ini 

pemerintah daerah yang akan mampu menambah keuntungan laba bersih ditahun 

berikutnya. 

                                                           
70

 Ibid, 191 
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B. Implementasi pendistribusian dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kota Sumenep 

Alur dana deviden BPRS Bhakti Sumekar yang ada di kas daerah 

dikelola oleh lembaga dinas pengelolahan pendapatan dana dan aset, dimana 

pendistribusian dana deviden BPRS Bhakti Sumekar dijadikan satu dengan 

pendapatan asli daerah lainnya, sehingga pengelolahannya pun tidak dipisah-

pisah atau dikhususkan pada program kegiatan tertentu. tetapi secara global 

program pemerintah daerah pada dasarnya hanya untuk untuk  mewujudkan  

peningkatan  taraf hidup  dan kesejahteraan  masyarakat,  dengan  memperluas  

lapangan  dan kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  kurang  mampu,  serta 

meningkatkan  kegiatan  ekonomi  regional  dan  pengelolahan  sumber daya 

alam. 

Pendistribusian dana deviden dialokasikan pada program kegiatan 

pemerintah daerah yang diakuisisi dalam anggaran pendapatan belanja daerah 

(APBD). Program realisasi APBD yang di ambil dari keseluruhan pendapatan 

daerah digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja 

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, dan lain sebagainya. Program yang 

mengkhususkan pada usaha peningkatan swasembada pangan, sandang dan 

papan di setiap daerah atau kecamatan masih kurang diperhatikan atau belum 

menjadi prioritas utama. 
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Teori Kesejahteraan lebih menitikberatkan pada tingkat produktifitas 

sumberdaya yang ada di suatu Negara atau Daerah, dimana produktivitas 

tersebut merupakan keunggulan dari beberapa sektor usaha barang dan jasa yang 

melebihi keunggulan di daerah lain atau bahkan bisa menjadi trade center 

(pemasok/distributor) dari daerah dan kabupaten lainnya. Dengan demikian 

daerah tersebut mempunyai sebuah keunggulan produk yang mencukupi dan 

bahkan melebihi kebutuhan daerahnya sehingga mampu mensuplay kebutuhan 

daerah atau kabupaten lainnya. Pendistribusian dana deviden ini jika 

dikomparasikan dengan teori indukator kesejahteran yaitu pertama. jumlah dan 

pemerataan pendapatan, kedua, pendidikan yang semakin mudah untuk 

dijangkau,, ketiga, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata
71

. 

Indicator tersebut sangatlah tidak cocok sebab alokasi dana deviden 

tersebut dicampur adukkan atau digabungkan dengan pendapatan asli daerah 

lainnya sehingga arah pembangunan dalam kaitannya dengan kesejahteraan itu 

tidak berfungsi secara maksimal. Sebab dana deviden itu sendiri alokasi 

pendistribusiannya tidak dipisahkan dengan pendapatan asli daerah lainya dan 

tidak difokuskan pada satu program kegiatan pembangunan daerah kecamatan 

atau desa. Sehingga indikator kesejahteraan dalam hal ini khususnya peran dana 

deviden tidak begitu terlihat dalam artian alokasi pendistribusiannya masih 

                                                           
71

 Ahmad Faris, “Indikator Kesejahteraan”, (21 Mei 2012) 
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belum mempunyai peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, khusunya daerah Sumenep. 

Teori kesejahteraan ini akan sesuai jika dana deviden tersebut 

pendistribusiaanya difokuskan pada satu program kegiatan pembangunan desa 

atau kecamatan, sehingga ada salah satu produk desa atau kecamatan yang 

mampu mencukupi kebutuhan, baik sandang, pangan dan papan pada desa atau 

kecamatan lainnya. Dan bahkan bisa menjadi pemasok kebutuhan utama di 

kabupaten lainya. Sehingga dana deviden tersebut akan mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahunnya. 

C. Peranan distribusi dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam 

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kota 

Peran dana deviden BPRS Bhakti Sumekar dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat kecamatan kota sumenep sangatlah besar jika dilihat 

dari kuantitas dana yang dibayarkan ke Pemerintah Daerah. Dari kurun waktu 

lima tahun terhitung sejak 2010 sampai 2015, dana deviden BPRS Bhakti 

Sumekar memberikan kontribusi pada pemerintah daerah sebesar Rp. 

23,336,301,161.00, rata-rata setiap tahunnya dana deviden BPRS Bhakti 

Sumekar mampu menambah pendapatan daerah sebesar Rp. 4,667,260,232.20 

pertahunnya. 

Pendapatan laba bersih BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan sebuah 

keberhasilan usaha dimana dalam teori keberhasilan usaha syariah menyatakan 
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bahwa aktivitas bisnis diharapkan bisa mencapai 4 (empat) hal utama yaitu 

sebagi berikut: 

a. Target Hasil: Profit Materi dan Benefit Non-Materi 

Tujuan perusahaan tidak hanya untuk mencapai profit (nilai materi) 

setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan 

benefit (keuntungan atau manfaat) non materi kepada internal organisasi 

perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana 

persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. 

b. Pertumbuhan, artinya terus meningkat 

Jika profit materi dan benefit non-materi telah diraih sesuai target, 

perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus menerus 

dari setiap profit dan benefitnya itu. Hasil prusahaan akan terus diupayakan 

agar tumbuh meningkat setiap tahunnya. Upaya pertumbuhan itu tentu 

dijalankan dalam koridor syariat. Misalnya, dalam meningkatkan jumlah 

produksi seiring dengan perluasan pasar, peningkatan inovasi sehingga bisa 

menghasilkan produk baru dan sebagainya. 

c. Keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin 

Belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya 

berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan. Oleh karena itu, 

perlu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang telah diraih dapat 

dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama. 
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d. Keberkahan atau keridhaan Allah 

e. Faktor keberkahan untuk menggapai ridha Allah SWT merupakan puncak 

kebahagiaan hidup manusia muslim. Bila ini tercapai, menandakan 

terpenuhinya dua syarat diterimanya amal manusia, yakni adanya niat ikhlas 

dan cara sesuai dengan tuntunan syariah.
72

 

Teori di atas jika dikomparasikan dengan dana deviden BPRS Bhakti 

Sumekar bisa dikatakan bahwa dana deviden BPRS Bhakti Sumekar memenuhi 

usaha yang berhasil dan mempunyai peran serta kontribusi yang besar bagi 

pemerintah daerah. 

Pendistribusian dana deviden secara umum dialokasikan di seluruh 

kecamatan yang ada di kabupaten Sumenep. Jumlah kecamatan di daerah 

sumenep yaitu 27 kecamatan termasuk salah satunya kecamatan Kota sumenep, 

jika pengalokasian dana deviden dikhususkan untuk pembangunan kecamatan 

dengan menghibahkan 1 Miliyar dalam setiap kecamatan untuk dikelola sebagai 

usaha produktif yang diawasi pemerintah kabupaten maka selama kurun waktu 

lima tahun , di tahun 2016 ini Kabupaten Sumenep akan menjadi kabupaten 

unggulan dalam swasembada pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Sebab dana 

deviden tidak ada pemisahan dari pendapatan daerah lainnya sehingga penelitian 

ini tidak mampu memjelaskan usaha produktif apa yang harus direncanakan 

pemerintah daerah. 
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 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis, (Jakarta: Penebar plus, 2012), 131. 
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Dana deviden BPRS Bhakti Sumekar yang dicampur dengan 

pendapatan daerah lainya, saat ini hanya mampu memberikan kontribusi bagi 

pemerintah kabupaten sumenep rata-rata 0, 36% pertahunnya dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti terlihat dalam diagram di 

bawah ini dari tahun 2010 sampai 2014: 

Tabel dan diagram Pendapatan daerah tahun 2010 

Pendapatan Daerah 953,403,305,809.92  100.00% 

Pendapatan Asli Daerah 42,670,879,143.92  4.48% 

Dana Perimbangan 787,554,530,823.00 82.60% 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 119,146,018,235.00 12.50% 

Dana Deviden BPRS 4,031,877,608.00 0.42% 

 

 

Tabel dan diagram Pendapatan daerah tahun 2011 

Pendapatan Daerah 1,147,757,600,881.10  100.00% 

Pendapatan Asli Daerah 53,783,773,442.10  4.69% 

Dana Perimbangan 895,862,161,748.00 78.05% 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 193,955,085,428.00  16.90% 

Dana Deviden BPRS 4,156,580,263.00  0.36% 
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Tabel dan diagram Pendapatan daerah tahun 2012 

Pendapatan Daerah 1,338,898,292,216.04  100.00% 

Pendapatan Asli Daerah 81,632,573,181.04  6.10% 

Dana Perimbangan 1,057,063,649,154.00 78.95% 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 195,947,791,293.00  14.64% 

Dana Deviden BPRS 4,254,278,588.00  0.32% 

 

 

Tabel dan diagram Pendapatan daerah tahun 2013 

Pendapatan Daerah 1,496,942,367,710.06  100.00% 

Pendapatan Asli Daerah 92,096,754,287.06  6.15% 

Dana Perimbangan 1,172,824,731,883.00  78.35% 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 227,065,562,714.00  15.17% 

Dana Deviden BPRS 4,955,318,826.00  0.33% 
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Tabel dan diagram Pendapatan daerah tahun 2014 

Pendapatan Daerah 1,647,362,227,719.17  100.00% 

Pendapatan Asli Daerah 156,433,619,278.17  9.50% 

Dana Perimbangan 1,219,793,909,333.00 74.05% 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 265,196,453,232.00  16.10% 

Dana Deviden BRPS 5,938,245,876.00  0.36% 

 

 

 

Dari tabel dan diagram di atas terlihat jelas secara prosentase dana 

deviden tampak tidak memberikan kontribusi sama sekali dalam mendongkrak 

tumbuhnya pendapatan daerah, padahal secara kuantitas jumlah yang diterima 

oleh pemerintah daerah dari hasil usaha BPRS Bhakti Sumekar lebih dari 1 
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milayar rupiah pada setiap tahunnya. Oleh sebab itu pemerintah daerah 

seharusnya memisahkan dan memfokuskan pengalokasian dana deviden itu pada 

satu program pemerintah dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 


